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NOMOR  3  TAHUN   2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIJINAN 
PENYELENGGARAAN DI BIDANG KESEHATAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA CIREBON, 

 

 Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 
17 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2008 telah diatur ketentuan Perijinan 
Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan; 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah telah terjadi perubahan 
objek atas retribusi, sehingga retribusi ijin 
penyelenggaraan kesehatan belum dapat 
dijadikan objek retribusi; 
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c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit telah terjadi perubahan 
mekanisme serta kewenangan penerbitan  
ijin bagi penyelenggaraan Rumah Sakit 
khususnya Rumah Sakit kelas C, D dan 
Rumah Sakit Khusus, yang diserahkan 
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam 
penerbitannya; 

d. bahwa guna memberikan landasan hukum, 
pengaturan hak dan kewajiban bagi 
Pemerintah Kota Cirebon serta setiap 
penyelenggara pelayanan kesehatan, 
dipandang perlu menetapkan pengaturannya 
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon; 

     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 
Nomor 16  dan 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia dahulu) tentang Pembentukan 
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

http://www.bphn.go.id/
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821);  

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 5062); 

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3637); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/96uu07.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu05.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu08.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu029.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu027.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu035.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu036.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu044.pdf


5 

 

15. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3637); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan 
Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3781); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 
tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan 
Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4730); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 
tentang Perijinan Pemanfaatan Sumber Radiasi 
Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4839); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 
tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5044); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata 
Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya 
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis; 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1186/Menkes/Per/XI/1986 tentang Pemanfaatan 
Akupunktur di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

 

 
http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/96pp032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/98pp072.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04pp028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp079.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/08pp029.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09pp051.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp016.pdf
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27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan 
Tukang Gigi; 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1184/Menkes/Per/X/2004 tentang 
Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga; 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman 
Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat 
Pakai Air (SPA); 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
512/Menkes/Per/X/2005 tentang Izin Praktik 
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
357/Menkes/Per/V/2006 tentang Izin Kerja 
Radiografer; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 
tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer; 

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi 
dan Izin Praktek Okupasi Terapis; 
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35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang 
Penyelenggaraan Pengobatan 
Komplementer- Alternatif di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan; 

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
780/Menkes/VIII/2008 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi; 

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin 
dan Penyelenggaran Praktik Perawat; 

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 
HK.02.02/MENKES/149/I/2010 tentang Ijin 
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan 
Rumah Sakit; 

40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi 
Rumah Sakit; 

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/ 
Menkes/Per/III/2010 tentang Pengendalian 
Vektor; 

42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi 
dan Izin Praktik Perawat; 

43. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/ 
Menkes/SK/XII/2001 tentang pengelolaan 
Pestisida; 

44. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi 
dan Izin Praktik Fisioterapis; 

http://www.bphn.go.id/
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45. Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 
364/Menkes/SK/III/2002 tentang 
Laboratorium Swasta;  

46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
544/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi 
dan Izin Kerja Refraksionis Optisien; 

47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi 
dan Izin Praktik Bidan; 

48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
996/Menkes/SK/VIII/ 2002 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan 
rehabilitasi Penyalahgunaan dan 
ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan 
Zat Adiktif lainnya (NAPZA); 

49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1076/Menkes/SK/VIII/ 2002 tentang 
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional; 

50. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1331/Menkes/SK.X/2002 tentang Perubahan 
atas Permenkes Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 
tentang Pedagang Eceran Obat; 

51. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan 
atas Permenkes Nomor 922 / Menkes / 
Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Ijin Apotik; 

52. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Optikal; 
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53. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/ 
SK/V/2005 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Asisten 
Apoteker;  

54. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/ 
SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi 
Laboratorium Kesehatan; 

55. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/ 
SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis 
Optisien; 

56. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/ 
SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian 
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan  antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Kabupaten/Kota; 

57. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/ 
SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Diagnostik di 
Sarana Pelayanan Kesehatan;  

58. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran 
Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana 
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  Tingkat II 
Cirebon Tahun 1986 Nomor 4); 

59. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang 
Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002    
Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 13), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan        
di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2008 Nomor 7); 

http://www.bphn.go.id/


